SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang :  a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur
Sipil Negara merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada
masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomeor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 14);

9, Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022

Nomor 27);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAL

APARATUR SIPIL NEGARA.

Menetapkan :

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawal
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun

2022 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1{satu) avat, yakni ayat (12},
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas
Jabatan.

(2) TPFF bagi CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan
Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan
sebagai CPNS/CFPPPK.

(3) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan terhitung mulai
tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.

(4) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi Jabatan pelaksana
dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan
nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya
Keputusan pengangkatan dari CPNS/CPPPK menjadi
PNS/PPFPK.

(5) TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP
Jabatan fungsional tersebut.

(6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum
ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya
kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP
diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP
Kelas Jabatan terendah.

(7] Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat
dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan
kalender,

(8) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7], vaitu;

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung
yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat,
menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh.
atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya,

b. pejabat setingkat yang merangkap Plt,. Plh, atan
penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih
tinggi, ditambah 20% ({dua puluh persen) dari TPP
yvang lebih rendah pada Jabatan definitif atau
Jabatan yang dirangkapnya;

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang
merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat
hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang
tertinggi; dan

d. TPP tambahan bagi ASN vang merangkap sebagai FIt.
atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai
tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau
penjabat.
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(9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan
Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal
sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan

berikutnya.

(10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam Jabatan
struktural maupun Jabatan fungsional, TPP diberikan
mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam
Jabatan terakhir.

(11) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, TPP
diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu
TPP selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal
surat penempatan, dan setelahnya dibayarkan 100%
(seratus persen).

(12) Bagi PNS golongan IV diberikan subsidi pajak
penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal
vakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pengurangan TPP bagi yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar
persentase tidak tercapainya target kinerja pada Sasaran
Kinerja Pegawai yang sudah ditetapkan pada tambahan
penghasilan prestasi kerja yang diterima dalam bulan
bersangkutan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan
produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayar berdasarkan:

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh
puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN;
dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.

(3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. pelaksanaan tugas; dan/atau

b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil
pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.

{4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a antara lain:

a. uraian tugas Jabatan;
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b. indikator kinerja utama;
c. perjanjian kinerja; atau
d. indikator kinerja individu.

(5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target
kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat
minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

(6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
ASN.

(7) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

(8) Dalam hal tidak tercapainya target kinerja ASN yang
diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan
Daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sasaran
kinerja maka tetap dapat dibayarkan 100% (seratus
persen).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Djleta]:lkan dl Ma_ngupur&

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal- 1 Pebruari 2023

i K
SEKREmR)s*’Dxeﬁf IKABUPATEN BADUNG,

BERITA DAERH. KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kab Badung,

NIP. 19720510 199903 1 008
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